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BAB  V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis bahas di atas, maka Peran 

Hakim Dalam Penegakan Hukum Progresif Terhadap Putusan Nomor 

97/Pid.Sus/2023/PN Pdg Perspektif Siyasah Qadhaiyah dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg 

memiliki 2 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum progresif nya, 

yaitu faktor formil dan faktor materiil. Faktor formil menunjukkan 

bahwasanya hakim mempertimbangkan segala aspek dalam kerangka 

prosedural, hakim menimbang semua dakwaa jaksa penuntut umum 

dengan timbangan perundang-undang dan penafsiran undang-

undangannya terhadap perkara. Sedangkan faktor formil menunjukkan 

hakim mempertimbangkan segala aspek dalam kerangkan subtansial, 

dalam artian hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul 

serta terbuka dalam persidangan atau kebenaran substantif yang terjadi 

sebenarnya terhadap peristiwa perkara yang terjadi. 

2. Dalam perspektif Siyasah Qadhaiyah, ada 2 pengaruhnya dalam Putusan 

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg. Pengaruh tersebut berdasarkan 2 

elemen yang termuat dalam putusan tersebut yaitu elemen hakim terkait 

perannya, dan terdakwa nya sendiri terkait pertanggung jawabannya. 

Pertama hakim terkait perannya yaitu Istiqlal Al-Qadha’’ (independensi 

hakim). Dalam Siyasah Qadhaiyah hakim memiliki kemerdekaan atau 

kebebasan menafsirkan dan mempertimbangkan suatu putusan, namun 

berlandasarkan pada keadilan dan Syari’at. Kemerdekaan inilah yang 

mempengaruhi pertimbangan hakim dalam Putusan, dimana 

memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan memutuskan putusan 

yang progresif. Kedua perkara perpajakan terkait Mas’uliyyah 

(pertanggungjawaban hukum), yang menjadi alasan penghukuman. 
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Elemen pertanggungjawaban hukum menjadi tumpuan dalam pegaruh 

putusan, fakta persidangan terbukti terdakwa tidak terlibat langsung 

sehingga membuatnya lepas dari tuntutan dan  pertanggungjawaban 

hukumnya. 

5.2 Saran 

Hasil dan temuan dari penelitian yang penulis kaji diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi penegakan hukum di Indonesia melalui 

penerapan hukum progresif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan keilmuan bagi kalangan akademisi, khususnya dalam 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum progresif dan 

konsep Siyasah Qadhaiyah.  

Penerapan hukum progresif pada hakikatnya memperkuat cita-cita 

Negara Indonesia sebagaai negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh 

Prof. Satjipto Rahardjo bahwa pembangunan hukum merupakan sebuah 

proyek jangka panjang. Sementara itu, perspektif Siyasah Qadhaiyah 

memberikan sudut pandang baru dalam memahami peran hakim melalui 

pendekatan hukum islam, sehingga memperkaya cara pandang terhadap 

penegakan keadilan yang bersifat substantif. 
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